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PUTUSAN
Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di
bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/17 Juli
1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan memilih domisili

elektronik dengan alamat email: XXXXX sebagai

Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Desember 1988, umur 36
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 05 Mei 2025 yang
didaftarkan secara elektronik Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan
register Nomor 623/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil
yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada 02 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,
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sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 02 Oktober
2015;
2, Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
kediaman bersama yang beralamatkan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yaitu Anak, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Desember 2018;
5. Bahwa kurang lebih sekitar Juli 2018 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
5.1 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir
untuk kebutuhan rumah tangga;
5.2 Tergugat memiliki banyak utang sehingga Penggugat
yang harus membayar utang tersebut;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 yang mana Tergugat terkena kasus
penyalahgunaan narkotika dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman
pidana ppenjara di lapas Paledang, sehingga saat ini antara Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan
sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)
bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan
hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan
mencocokkan identitas pada surat gugatan dengan dokumen kependudukkan
masing-masing dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas
Penggugat pada perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang
diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah
diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti - bukti berupa:
A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), NIK
XXXXX yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 28
Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi
Jawa Barat, Nomor XXXXX Tanggal 02 Oktober 2015, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi
1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah
tangga di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli
2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat setahu saksi adalah karena nafkah yang diberikan oleh
Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat
memiliki banyak hutang sehingga Penggugat harus membayar hutang
tersebut, Tergugat juga berada dilapas kasus narkoba;

- Bahwa Setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. Saksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di
persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah
tangga di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2018
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat setahu saksi adalah karena nafkah yang diberikan oleh
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Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat
memiliki banyak hutang sehingga Penggugat harus membayar hutang
tersebut, Tergugat juga berada dilapas kasus narkoba;

- Bahwa Setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun
kembali, namun tidak berhasil,

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang di
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat
Tercatat, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
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ada keterangan yang membuktikan ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara a quo diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;
Penjelasan Perkara Elektronik

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara
elektronik, dan Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian
dokumen asli yang diunggah Penggugat pada aplikasi e-Court Mahkamah
Agung RI dengan yang ditunjukkan pada persidangan, tenyata telah sesuai
dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi Perkara
sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, jo. Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata
usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/1/2023 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Adminstrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara
Elektronik;
Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penggugat dan Tergugat
beragama Islam, telah terikat perkawinan sebagai suami istri yang tercatat di
kantor urusan agama, belum pernah bercerai, dan rumah tangganya sudah
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tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga
Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke
Pengadilan Agama (persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal
73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
20 dan Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat
dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh
untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Gugatan
Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana
terurai dalam posita Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat yang menjadi Pokok
Masalah atau Pokok Sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
sudah sedemikian parah dan rumah tangganya sudah tidak dapat
didamaikan/dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di
persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, serta
setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, dalil-dalil gugatan cerai
Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana
disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi
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harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka
berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan
hukum serta berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865 KUHPerdata,
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-daliinya tersebut di atas dan
Penggugat harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat
dengan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi,
yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan
domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah),
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat
(1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 yang lalu penyebabnya karena
Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah
tangga dan Tergugat memiliki banyak utang sehingga Penggugat yang harus
membayar utang tersebut, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil,
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akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli
tahun 2023 hingga saat ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang
diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain
dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat,
ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi
Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sabh;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
dan harmonis sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat
tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga
dan Tergugat memiliki banyak utang sehingga Penggugat yang harus
membayar utang tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023
atau selama sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan hingga saat ini
sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4, Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebelumnya dan
fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas satu
persatu sebagai berikut;
Petitum Angka 1 (satu) Gugatan Penggugat
Menimbang, bahwa petitum gugatan Pengguigat pada angka 1 pada
pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan
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terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut
dapat dipertimbangkan kemudian setelah dijawab seluruh petitum gugatan
Penggugat, karenanya jawaban petitum gugatan Penggugat pada angka 1
(satu) tersebut akan dicantumkan dalam kesimpulan dan amar putusan
dibawabh ini;
Petitum Angka 2 (dua) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada
angka 2 (dua) yaitu Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat), selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan
penyebab telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara
Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di
persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau
untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga
maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya
bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap
Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang
dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah
tangga suami istri tersebut sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria,
yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan
perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami
isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat
pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah
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memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan
nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki banyak
utang sehingga Penggugat yang harus membayar utang tersebut, hal ini
menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada
kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai, majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun
2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C
Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan
bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat
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melakukan KDRT." Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan
apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka
rumah tangga para pihak telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan
oleh saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan
Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 atau selama
sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat itu sampai sekarang,
suami istri tersebut sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri.
Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21
yang berbunyi:
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
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untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikit.
Namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran secara terus
menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana terjadi pada perkara a quo, sehingga

mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian
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memilki kemudharatan yang lebih ringan dibandingkan Majelis Hakim
memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah
tangga yang sudah pecah (broken Marriage), sebab menimbulkan
ketidakpastian dan kemudharatan berkepanjangan baik dari segi fisik, psikis,
maupun sosial bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah figih dalam
kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi
pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:
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Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling
besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan
mafsadahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan
terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah
memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C
Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
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bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;
Pertimbangan Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang
dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak
mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan
oleh hukum. Sedangkan, gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan secara verstek
sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Petitum Angka (3) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Kesimpulan petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat pada
angka 1 (satu), berdasarkan uraian pertimbangan terhadap petitum gugatan
Pemohon satu persatu sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum
gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sehingga petitum gugatan
Penggugat pada angka 1 (satu) dikabulkan dan Majelis Hakim berkesimpulan
mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui
mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan
putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke
dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan maijelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad
Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta
disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD
H. Muammar, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
TTD TTD
Dra.Hj. Andi Hashi Hamzah, M.H. Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Herminida Fitri Astuti, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Biaya Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 184.000,00
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(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
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